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ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA HOAX STUDI KASUS DI
POLRESTA PALEMBANG

Oleh
NANDA NADILA SARAS PUTRI

Kepolisian merupakan sesuatu unsur penting suatu negara yang berperan
dalam menjaga keamanan dan ketentraman. Lahirnya Kepolisian Republik
Indonesia sendiri dapat ditarik kebelakang pada tanggal 1 juli 1946 yang merupakan
hari lahir Kepolisian Indonesia. Dalam pengaturan undang-undang nomor 2 tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia yang memuat segala peraturan serta
pengertian mengenai kepolisian, dan tata cara seorang polisi menjalankan tugasnya.

Berita bohong atau hoax adalah berita yang dimanipulasi, dikurangi atau
ditambambakan untk menggambarkan makna sebenarnya dari sebuah informasi
dan berita tertentu, belkangan imi berita bohng sering menyebar dan kian
meresahkan masyarakat karena sulit mengidentifikasi berita tersebut. Tindak
pidana tersebut pada dasarnya telah diatur tersendiri pada pasal 28 ayat | undang-
undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang telah
direvisi menjadi undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Permasalah yang dibahas
dalam skripsi ini adalah: bagaimana upaa kepolisian dalam pnenyelidikan dan
penyidikan tndak pidana hoax dan apakah faktor-faktor pengahambat dalam
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana hoax?

Dalam Pasal | angka 2 Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalm hal dan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana vang terjadi dan guna
menmukan tersangkanya”.Kepolisian berwewenang untk menyelidiki dan
melakukan penyidikan

Kata kunci: peranan kepolisian, penyidikan dan penyelidkan, berita bohong

(hoax)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian merupakan sesuatu unsur penting suatu negara yang berperan
dalam menjaga keamanan dan ketentraman. Lahirnya Kepolisian Republik
Indonesia sendiri dapat ditarik kebelakang pada tanggal 1 juli 1946 yang merupakan
hari lahir Kepolisian Indonesia. Dalam pengaturan undang-undang nomor 2 tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia yang memuat segala peraturan serta
pengertian mengenai kepolisian, dan tata cara seorang polist menjalankan tugasnya.

Peraturan perundang-undangan ini juga sebagai pembatas dari seorang
polisi dalam menjalankan tugasnya, sebagai pengayom masyarakat polisi menjamin
keamaman masyarakat melalui perintah undang-undang di berbagai aspek
kehidupan baik aspek hukum, sosial dan ekonomi dengan asas kepastian hukum.
Maka setiap tindak pidana yang terjadi hendaknya diselesaikan melalui proses
peradilan. Penyidik adalah penjabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Kepolisian merupakan tahap awal dari proses peradilan yang dikenal
dengan tahap penyelidikan dan penyidikan dalam tahap ini polisi berwenang dalam
mengusut suatu tindak pidana guna mencari tahu apakah perbuatan tersebut
termasuk kedalam suatu tindak pidana. Setelah mengetahui, maka polisi juga

berwenang dalam melakukan pencarian serta penyitaan terhadap barang bukti.



Meskipun demikian, regulasi tersebut akan menjadi tumpul apabila dalam
penegakannya tanpa disertai dengan keaktifan dari pihak terkait. Kepolisian sebagai
salah satu penegak hukum hanya bisa memproses apabila ada laporan atau
pengaduan. Karena hoax adalah termasuk delik aduan. Delik aduan yaitu delik vang
hanya akan bisa diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak terkait.

“Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukan
pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca untuk
mempercayai suatu yang biasanya digunakan dalam media sosial, misalnya:
fecebook, whatshapp, instragram, dan lain-lainnya. Sampai batas tertentu
hoax bisa menimbulkan dampak yang membahayakan bila mengarah pada
terjadinya ketakutan, tindakkan kekerasan, hingga perpecahan, sebuah
negara pun bisa berantakan kerena penyebaran hoax yang massif '”

“Hoax juga merupakan propaganda negatif dimana sebuah upaya
yang disengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi
alam pikiran atau kognisi, dan mempengaruhi langsung perilaku agar
memberikan respon sesuai yang dikehendaki oleh pelaku propaganda.
Berita hoax yang bernada provokatif, fitnah dan agitasi sangat berbahaya
bila dilakukan secara terorganisir, karena dapat menimbukan dampak yang
luas®:.

Meskipun istilah hoax baru dikenal belakangan ini, namun peredaran
informasi dan berita bohong atau palsu bukanlah fenomena baru di Indonesia.
Hampir disetiap priode pemerintahan, dari Presiden Sukarno hingga Presiden Joko
Widodo, muncul berita bohong. Tak jarang berita bohong itu diterima apa adanya
oleh masyarakat maupun penjabat. Berita hoax banyak beredar terutama di media
sosial.

“*Menurut Shatig, hoax ini akan memberikan dampak negatif bagi siapa saja,

kontennya biasa berisi hal negatif, yang berisifat hasut dan fitnah, hoax akan

! Mauludi Sahrul, 2018, Seri Cerdas Hukum Awas Hoax, Jakarta, PT.Gramadia,hlm 22
* Mauludi Sahrul, Op,Cit., him 316



menyasar emosi masyarakat dan menimbulkan opini negatif yang membahayakan
bagi terjadinya disentegrasi bangsa®.”

Hoax juga memberikan provokasi dan agitasi negatif, yaitu membuat
kebencian, kemarahan, hasutan kepada orang banyak biasanya dilakukan oleh

tokoh atau aktivitas pertai politik, pidato yang berapi-api untuk mempengaruhi

masayarakat.

Media sosial atau media online, dengan para pengunanya bisa dengan
mudah berpartisipasi, berbagi, bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara
online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa batas ruang
dan waktu. Dengan kebebasan akses internet penyebaran berita cenderung tidak
terbatas namun juga tidak dapat disaring kebenaranya, penyebaran berita melalui
media elektronik lebih cenderung menyeluruh dan tidak terbatas pada pembaca
dengan umur tertentu, seperti layak membaca media cetak, media sosial tempat
dimana berbagai jenis informasi dapat ditemukan, tidak jarang informasi-informasi
tersebut adalah informasi palsu atau hoax yang bertujuan untuk memprovokasi
masyarakat.

Berdasarkan hal diatas dapat dikatakan bahwa tindak pidana hoax menyebar
dengan cepat dan susah untuk diketahui siapa pembuat dan penyebar berita tersebut.
Berita bohong tergolong sulit untuk ditelusuri karena berita yang menyebar secara
berantai dan dapat ditambah atau dikurangi sehingga memperbesar dampak dan

berita bohong tersebut. Pemerintah Indonesia telah menyadari dampak yang

* Mauludi Sahrul, Op.Cit, hlm 318



ditimbulkan dari tindak pidana hoax sehingga Pemerintah telah mengambil langkah
tegas dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008,

Pada Pasal 45A Ayat | yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang
dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
yvang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagai
mana di maksud dalam Pasal 28 Ayat 1 di pidana dengan pidana penjara
paling lama 6 tahun penjara danfatau denda paling banyak
Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah )™,

Peraturan perundang-undangan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman
serta menjerat pelaku tindak pidana penyebaran berita hoax yang semakin hari
semakin meresahkan, meskipun telah maraknya pemberitaan bohong hingga

mengakibatkan kepanikan dan khawatiran di masyarakat seperti kasus pemberitaan

penjualan organ tubuh yang di muat Koran Manadopos.

“Pemberitaan ini membuat masyarakat merasa khawatir dan menimbulkan
kepanikan di masyarakat namun untungnya hal ini telah di konfirmasi oleh Kepala
Polisi Repulik Indonesia ia menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan berita
hoax™”.

Di Kota Palembang sendiri kasus hoax wvang beredar adalah kasus
penculikan seorang siswi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN). Namun,

setelah di telusuri laporan tersebut ternyata hoax atau tidak sesuai dengan realita®.

Menagulangi berita hoax, namun pemberitaan bohong vang telah menyebar

baik di nasional maupun di daerah semakin menghawatirkan sehinga membuat

* Amandemen Undang-undang 1TE Informasi dan Transaksi Elektronik, (UU RI No.19
Tahun 2016)

* hups/fwww jawapos.com/read/2017/03/22/ 117847 kaporli-pastikan-isu-penculikan-
anak-yang-dijual-organ-tubuhnya-hoax di akses 19 september 2019

® https://m.liputan6.com di akses pada tanggal 19 september 2019



pemerintah mengeluarkan revisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.
Sebelumnya juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor | Tahun 1946 pada
Pasal 14 Ayat (1) dan 15. Pasal 14 Ayat | Undang-undang Nomor | Tahun 1946
tentang peraturan hukum pidana yvang berbunyi * Barang siapa, dengan menyiarkan
berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di
kalangan masyarakat, di hukum dengan hukuman penjara setinggitigginya 10 tahun
penjara. Pada Pasal 15 Undang-undang Nomor | Tahun 1946 yang berbunyi *
Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan yang
tidak lengkap, sedangkan ai mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa
kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan

masyarakat, di hukum dengan hukuman penjara setinggitingginya 2 tahun penjara.

Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untk melakukan
penelitian dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Penyelidikan dan Penyidikan

Terhadap Tindak Pidana Hoax Studi Kasus Polresta Palembang™.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam Penvelidikan dan Penyidikan tindak
pidana hoax ?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam proses Penyelidikan dan

Penyidikan tindak pidana hoax ?



C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian
I. Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam hukum
pidana yang mana membahas mengenai peran Kepolisian dalam penyelidikan
kejahatan penyebaran berita hoax menurut Undang-undang Informasi dan
Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang telah di revisi menjadi Undang-

undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016.

2. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam Penyelidikan dan
Penyidikan berita hoax.
b. Untuk mengetahui faktor-faktor vang menjadi penghambat dari proses
Penyelidikan dan Penyidikan berita hoax.
D. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau
menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari inti yang
berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan defenisi tersebut, maka batasan pengertian

dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebegai berikut:

I Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai
dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara

informal.’

T Mum-pengertian.blogspot.com



2 Kepolisian adalah yang berperan dalam memelihara keamanan dan
ketertiban  masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat agar
terpeliharanya keamanan dalam negari.®

3 Penyelidikan adalah serangkai tindakan penyelidikan untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut yang
diatur dalam undang-undang.”

4 Penyidikan adalah serangkaian tindakkan penyidik dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana vang terjadi
dan guna menemukan tersangkanya.'"

5 Hoax adalah informasi palsu atau berita yang sebenarnya bisa berisi fakta
namun telah di pelintir atau direkayasa. Namun, kata-kata hoax saat ini
semakin sering digunakan dan disematkan ketika menyikapi berita yang

sama sekali tidak ada faktanya (fake news) ',

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

* Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia
* Pasal | Angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
' Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
" hitps://lenterakecil.com/pengertian-dan-asal-kata-hoax/ di akses pada tanggal 20
seplember 2014



Dalam pembahasan permasalahan skripsi ini, penulis melakukan
pendekatan yuridis empiris, Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan
mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada
di lapangan mengenai mengenai kendala-kendala vang dihadapi aparat
penegak hukum sebagai upaya kepolisian dalam penyelidikan dan

penyidikan penyebaran berita hoax.

Penelitan ini dapat di kategorikan penelitian yang bersifat deskriptif.
Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang di tunjukan kepada
usaha untuk memperoleh gambaran fakta atau gejala tertentu dan
menganalisanya secara intensif dan ekstensif yang mengunakan data

sekunder.

2. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data:
Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif
yang bersumber pada:
| Data Sekunder
Yaitu data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan(/ibrary

reaseach) dan studi dokumen.

2 Data Primer



Data primer adalahdata yang diperoleh dari lapangan dimana
pengembalian data primer ini dilakukan dengan cara wawancara secara
terstruktur terhadap para narasumber.

b. Sumber Data
1. Data Sekunder

Merupakan data yang di peroleh dari buku-buku dan paraturan-

peraturan.

Data studi melalui bahan terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yang mengikat antara lain:
1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2) Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (RUU ITE)
3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
RI
4) Buku Seri Cerdas Hukum Awas Hoax
b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer.
c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

2. Data Primer

Data ini di peroleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan
wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah di

susun sebelum dan di kembangkan pada saat wawancara dengan
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membatasai pertanyaan yang sesuai dengan aspek masalah yang di teliti.
Data primer ini di gunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan

dapat menjawab permasalahan yang ada.

Lokasi dan Sampel
Lokasi
Penelitian yang dilakukan oleh penulis seluruhnya berlokasi di Kota
Palembang yaitu penelitian pada:
Kepolisian Kota Palembang (POLRESTA)
Sampel
“Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive
sampling vaitu pemilihan elemen sampel dengan cara sengaja'®”. Sehingga
dalam penelitian ini sampel sengaja di pilih berdasarkan kriteria dan
kecakapan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang menjadi sampel
dalam penelitian ini adalah:

1) Kesat Reskim pada kepolisian Kota Palembang (POLRESTA)

2) Penyidik di POLRESTA Palembang

4. Analisa Data

Data vang terkumpul diolah dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu

analisis data yang awalnya panjang lebar, kemudian diolah menjadi suatu data

yvang ringkas dan sistematis dan di deskripsikan dengan mengunakan kata-kata

metode dedukatif yaitu kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari

12 1.Supranto, 2003 Metade Penelitian Hukum dan Statistik, Reneka Cipta,Jakarta, hlm 4.
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data-data vang bersifat umum kedalam data yang bersifat khusus. Dan metode
indukatif yaitu kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari data-
data yang bersifat khusus kedalam data yang bersifat umum. Setelah data di
analisis dan disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan

yang ada untuk kemudian di konstruksikan dalam bentuk kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka

sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB LPENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan
masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian,

sistematika penulisan.

BAB Il. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang pengertian-pengertian
penyelidikan, penyidikan, hoax. Jenis-jenis penyebaran hoax, mengenali ciri-ciri

hoax,

BAB I1l. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang berkaitan
langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu

untuk mengetahui bagaimanakah upaya kepolisian dalam penyelidikan dan
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penyidikan terhadap pelaku tindak pidana hoax. Dan apakah faktor-faktor yang

mengahambat kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak

pidana hoax.
BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang di teliti

berupa kesimpulan dan saran-saran
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